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CASCADING KINERJA

Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan Daerah yang optimal

| 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
\ 1. Persentase Kampung Tangguh Bencana
| 2. Cakupan Penanggulangan Bencana
| 3. Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
1. Program Penanggulangan Bencana
Persentase Kampung Tangguh Bencana
Cakupan Penanggulangan Bencana
Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang di berikan pada masyarakat
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana




1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Teradministrasinya keuangan perangkat daerah dengan baik

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Teradministrasinya kepegawaian perangkat daerah dengan baik

KEGIATAN PENUNJANG > 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan T Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah
B KEGIATAN UTAMA — INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1. | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota —» | Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan > Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap
" | Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana
Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
3. | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota —b> Kabupaten/Kota
. L Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk
4. | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota —» Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana
5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana > Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan
" | Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
6 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap > Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap
" | Bencana Bencana
7. | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota > Tersedianya Dokumen Analisis RIS.II(.O Be_ncar_1a pa(_ja Kegiatan
Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana




Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan

Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan

& Kesiapsiagaan —> Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi
9. —b>
Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan = Penanganan Awal Darurat Bencana
10. | Penvusunan Rencana Kontiiensi > Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana
' y ) Prioritas di Daerah
11. | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana > Te_rla_lksanqnya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana
prioritas di Daerah
Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan
12. | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana —» Bencana (RPKB)
13. | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam —p | Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
14. | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota —b Rl [Pely B [NEEEE PEnE g G EnERT Benea
Kabupaten/Kota
15 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/\WWabah Zoonosis > Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
" | Prioritas o Penyakit/Wabah Prioritas
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal
1. || (Regpen el REWET [EOneas [KEl Re XelE o Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam
. . Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun
17. SenEEllEy PETaeEr e SYEIAUE] [KEnsen S —» | Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat
Kabupaten/Kota
yang Aman
18. SETECIEEL (LOERINS [PETE SR S [EVEbaen] Consr Bonedme —p | Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
19. | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana —> Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganlsaslan Komando
Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah
20. | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit —Pp | dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya
Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam
21. | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | —» Tersedlany_a UGl Pirislb e (e Elisre gl el MRl g e
Bencana di Daerah
22. | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota —bp | Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah
23 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan > Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam
" | Bencana Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana
24. | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan —Pp | Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan
o5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan _» Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
" | Bencana Penanggulangan Bencana
Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
26. | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota > Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana (R3P)




SUB KEGIATAN PENDUKUNG — INDIKATOR SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah —» | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
L Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD —b Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
L Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD —» Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
L Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
4. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD —b Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
L Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
5 | NoleiiEs] G [FEMpUSLITER POl DF SEHE —» | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
N , L , Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
6. gzg?glggsk%ag:_zesng;gunan SRR (G [ERlE (e € Cart LatEen —bp» | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
J Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah —p | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN —» | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN
9. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN —>» | Terbayarnya ASN yang terkait tugas administrasi tambahan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
— SKPD e SKPD
11. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD —bp | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun _» Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
" | SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
: . Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak
13. | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan —» Lanjut Pemeriksaan
L Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ L
14. Triwulanan/ Semesteran SKPD —p | dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
15. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya —p | Tersedianya pakaian dinas pegawai
16. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | —» gz;lall:kjr?g;nya OMERINE S [FEETTER ~OgEmEl SEeasiien Mg
17. | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan —Pp | Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan
18. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan —p | Terimplementasinya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan
i, || PRl KOOTER TSRS HSl TG g —» | Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik serta jasa instalasi listrik
20. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor —» | Tersedianya alat tulis kantor serta peralatan dan perlengkapan kantor
21. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga —Pp | Tersedianya peralatan rumah tangga
22. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor —» | Tersedianya bahan logistik kantor
23. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan —Pp | Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan
24. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan —» | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
25. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD —p | Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah




Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

26. | hada SKPD —" | Elektronik pada SKPD
27. ?:ggg:}aan NEMETEEN AL PINES Eie [KEnt e DIEe —p | Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
28. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan —p | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29. | Pengadaan Mebel —» | Tersedianya mebel untuk kantor
30. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya —Pp | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
31. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya —p | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat —» | Tersedianya materai dan jasa pengiriman
33. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik —» | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
34. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor —p | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
35. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor —» | Terbayarnya gaji/honorarium tenaga kontrak/PTT
36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak > | T . . . - .
- | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan — ersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan > Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
" | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya —Pp | Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor .
39. —p | Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor

atau Bangunan Lainnya




